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ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONALPROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
SKRIPSI FEBRUARI 2024
A. Nama Penulis : La Ode Muhamad Agus
B. Nomor Pokok Mahasiswa 193300516204
C. Judul Skripsi

TINJAUAN YURIDIS
KEGENTINGAN YANG MEMAKSA
SEBAGAI DASAR PENETAPAN
PERPPU NO 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA OLEH

PRESIDEN
D. Jumlah Halaman ' :Halaman pengantar xii dan halaman isi 91
E. Isi Abstrak ] " - Perppu diatur undang-undang, maka sejajar

dengan undang-undang. Namun karena belum| adanya peraturan perundang-
undangan, hal tersebut terpaksa diatur dengan peraturan pemerintah karena adanya
urgensi yang mendesaks Perppu, yang merupakan salah satu undang-undang
diharapkan dapat dipahami secara menyeluruh. Perlu diingat bahwa dalam keadaan
tertentu, khususnya dalam’ hal-hatyang bersifat mendesak, Presiden harus tetap
waspada dan mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 22 UUD 1945 mengatur adanya situasi Kritis yang mengharuskan penggunaan
cara-cara yang berbeda dari biasanya untuk menyelesaikan Krisis tersebut. UUD
1945 tidak menguraikan “Yrgenst Mewajibkan™. Penjelasan Pasal 22 berkaitan
dengan noodverordeningsrecht Presiden.-Peraturan seperii-ini sangat dibutuhkan
agar pemerintah dapat menjamin keselamatan negara dalam keadaan yang
mengerikan dan terpaksa merespons secara efisien dan bertanggung jawab. Meski
demikian, pengawasan DPR akan terus meluas ke pemerintah. Oleh karena itu, pada
rapat mendatang, DPR juga wajib menyetujui peraturan pemerintah sebagaimana
diatur dalam Pasal tersebut yang mempunyai kekuatan sama dengan peraturan.

Kata Kunci: Perppu, Presiden, ideal.

F. Daftar Pustaka : 45 Buku, 8 Peraturan undang-undangan,
14 Jurnal, 9 Internet.

G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. Hamrin, S.H.,M.H.,M.Si (Han)
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ABSTRACT

DEGREE PROGRAM OF NATIONAL UNIVERSITY LEGAL SCIENE
STUDY PROGRAM THESIS, FEBRUARI 2024

A. Writer's Name : La Ode Muhamad Agus
B. Student Identification Number : 193300516204
C. Thesis Title

JURIDICAL REVIEW OF FORCING
URGENCY AS A BASIS FOR
DETERMINING PERPPU NO 2 OF
2022 CONCERNING JOB CREATION
BY THE PRESIDENT

D. Number Of Page - Introductory page Xii and contents page 91

E. Abstrak Content - Perppu is regulated by law, so it is parallel
to the law. However, because there ar@ no statutory regulations, this matter has to
be regulated by governinent regulations due to the urgent need. It is hoped that the
Perppu, which is one of the laws, can be understood thoroughly. It should be
remembered that in certain circumstances, especially in urgent matters, the
President must remain/vigilant and takefirm action\to resolve the problem.

Article 22 of the 1945 Constitution regulates the existence of a critical situation that
requires the use of different metheds;than usual to resolve the crisis. The 1945
Constitution does not describe " Mandatory Urgency". Elucidation of Article 22
relates to the President’s noodverordeningsrecht. Regulations like this are urgently
needed so that the\government can.'€nsure the safety of the country in dire
circumstances and is\forced to respond efficiently and responsibly. However, the
DPR's supervision will eontinug to extend to the'government. Therefore, at the next
meeting, the DPR-is-also obliged to approve governmentsiegulations as regulated
in this Article which have the same-feree-as regulations.

Keywords: Perppu, President, ideal.
F. Reference : 45 Books, 8 laws, 14 Journal, 9Website.
G. Name of Supervisor - Dr. Hamrin, S.H.,M.H.,M.Si (Han)
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